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BAB IV 
PENUTUP 

 
4.1. Kesimpulan  

Dalam   perspektif sistem parlemen   bikameral dikonfigura-
sikan dalam satu parlemen terdiri atas dua badan perwakilan yang 
masing-masing negara memberikan kewenangan pada masing-amsing 
badan perwakilan tersebut berbeda-beda. Ada negara yang memberikan 
kewenangan lebih besar dari pada badan perwakilan yang lainnya, yang 
disebut dengan sistem weak bicameralism, sedangkan negara yang 
memberikan kewenangan relatif lebih besar terhadap kewenangan badan 
perwailan lainnya disebut dengan sistem medium bicamerlalism, ada 
pula negara yang memberikan kewenangan yang seimbang antara badan 
perwakilan yang satu dengan lainnnya disebut dengan strong 
bicamerlism  

Dua badan perwakilan terwadahi dalam satu parlemen, yang 
masing-masing negara memberikan nama berbeda-beda. di Amerika 
disebut dengan Conggres, sedangkan di Inggris disebut dengan 
Parliament, di Perancis disebut dengan Parlement. Semua produk hukum 
dari masing-msing badan perwakilan diberi satu nama keputusan yaitu 
hasil dari keputusan parlemen, bukan masing-masing badan perwakilan. 
Jadi karakter sistem parlemen bikameral, dalam satu parlemen terdiri 
atas dua badan perwakilan yang masing-masing memiliki kewenangan 
berbeda tetapi keputusan satu nama yaitu parlemen.  

Dalam badan perwakilan di Indonesia yang diatur dalam UUD 
RI 1945 yang terdiri atas  DPR RI dan DPD RI, masing-masing badan 
perwakilan tersebut tidak dalam satu wadah perwakilan seperti 
umumnya sistem bikameral melainkan masing-masing berdiri sendiri-
sendiri dengan sebutan Lembaga Tinggi Negara. Masing-masing 
anggotanya dari kedua lembaga Tinggi Negara tersebut dipilih melalui 
pemilihan umum, namun kewenangannya sangat berbeda. DPR RI 
memiliki kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran, sedangkan 
DPD RI hanya diberi kewenangan mengajukan rancangan undang-
undang dan ikut melakukan perundingan bersama DPR RI dalam rangka 
pembentukan undang-undang yang terbatas hanya meliputi bidang 
tertentu saja eperti hal-hal yang menyangkut otonomi daerah dan 
keagamaan tetapi tanpa diberi kewenangan mengambil keputusan dalam 
mengesahkan undang-undang. Keputusan pembentukan undang-undang 
tetap berada ditangan DPR RI 
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Mendasarakan pada konfigruasi di atas maka karakter dari 

sistem parlemen bikameral di Indonesia, bukan merupakan sistem 
parlemen bikameral murni melainkan sistem parlemen bikameral semu 
(psedo parliaiment bicamerlism), karena dilihat dari demokrasi, anggota 
dari keduanya dipilih oleh rakyat secara demokratis sedangkan dilihat 
dari sudut kedaulatan rakyat hanya DPR RI yang memiliki fungsi 
parlemen sebagai perwujudan kedaulatan rakyat  sehingga terlihat 
ambigo, ada dua badan perwakilan tetapi hanya satu yang memiliki 
fungsi parlemen 

 
4.2. Saran 
1. Seyogjanya sistem parlemen atau badan perwakilan dipertegas, 
menganut sistem parlemen unikamaeral atau bikameral sehingga tidak 
ambigo 
2. Sejogjanya MPR RI segera mengadakan perubahan UUD RI 1945 
yang ke V dalam rangka mempertegas sistem parlemen di Indonesia.  
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